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BAB 111
PUTUSAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NO. 0258/ Pdt. G/ 2011/

PA.Kdsdan NO. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.

A. Profil Pengadilan Agama Kudus
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun ,19&mbaran
Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/MaakeSyar'iyah di
luar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum pembentukan
Pengadilan Agama di seluruh Indone$tada saat itu terdapat tiga bentuk

peraturan perundang-undangan yang mengatur PeradNgama di

Indonesia, yaitu:
a. Stb. 1882 Nomor 152 jo. Sth. 1937 Nomor 116 dan ¥y mengatur
Peradilan Agama di Jawa dan Madura;

b. Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peraditgama diJawa

dan Madura;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang rmemgaradilan
Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1€mang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan
Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistemadgan di
Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsipsjri sebagai

berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi KeadilBerdasarkan

! Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kudus kel@Tahun 2012
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ketuhanan Yang Maha Esa’; Kedua, Kekuasaan kehakufilakukan

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umumadian Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negigdiga, Mahkamah
Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keengadan-badan yang
melaksanakan peradilan secara organisatoris, astnaitif, dan finansial
ada di bawah masing-masing departemen yang bens@amgkKelima,

susunan kekuasaan serta acara dari badan per#dilarasing-masing
diatur dalam undang-undang tersendlifdal ini dengan sendirinya
memberikan landasan yang kokoh bagi kemandiriaadiean agama,
dan memberikan status yang sarna dengan peradifadifan lainnya di
Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 19#%éntang
Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam
undang-undang ini tidak ada ketentuan yang berigatadengan ajaran
Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakamperteguh
pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasanahcé&embali
mewarnai perkembangan peradilan agama di Indodesigan keluarnya
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraditama yang
telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradigama yang
mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensgjajatedudukan

peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya

2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tent&egntuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman
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Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanannya pebeatidang
satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus, namundiampada tahun
1950 kantor Pengadilan Agama Kudus di pindahkakakeor Kenaiban
(KUA). Pengadilan Agama Kudus telah mengalami beyber kali
pergantian ketua, dimulai dari tahun 1976-1984 ydikgtuai oleh H.
Amin Sholeh, 1984-1990 diketuai oleh Drs. H. Sum&dH., 1990-1994
diketuai oleh Drs. Chumdlori, 1994-1998 diketuagtoH. Amin lhsan,
SH., 1998-1999 diketuai oleh Drs. Wiyoto, SH., 12882 diketuai oleh
Drs. Supardi, 2002-2004 diketuai oleh Drs. H. Sujhgan, 2004-2010
diketuai oleh Drs. H. Muri, SH. MM., 2010-sekaragligetuai oleh Drs.
H. Wahid Abidin, MH.

2. Kompetensi Pengadilan Agama Kudus
Kompetensi atau kekuasaan pengadilan pada masisigigna
lingkungan terdiri atas kekuasaan relafielative competentie) dan
kekuasaan mutlakasolute competentie):
a. Kompetensi Relatif
Kompetensi Relatif adalah kekuasaan dan wewengany
diberikan antara pengadilan dalam lingkungan pkmdyang sama
atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukotar
Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agdma.
Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Kuddalaf

meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus terdari 9

®Abdullah Tri WahyudiPeradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.
ke-1, 2004, him. 87.
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Kecamatan terdiri dari 123 Desa. Yang termasuk ndalgilayah
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Kecamatan Undaan
2) Kecamatan Gebog
3) Kecamatan Kota
4) Kecamatan Kaliwungu
5) Kecamatan Jekulo
6) Kecamatan Mejobo
7) Kecamatan Jati
8) Kecamatan Dawe
9) Kecamatan Bae
b. Kompetensi Mutlak atau Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan yang benigabudengan
jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam PasalJd@ang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agabagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahurt 20¥n
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perub&eamiua
atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agaaiaiydi bidang:
a. perkawinan,

b. wari_s,
Cc. wasiat,

d. hibah,
e. wakaf,

* Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kudus kel@Tahun 2012
® Abdullah Tri WahyudiPeradilan Agama..., him. 91.



f. zakat,

g. Infaq,

h. shadagah; dan
i. ekonomi syari‘af.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus
Ketua : Drs. H. Wahid Abidin, MH
Wakil Ketua : H. Muslim, SH, MSi
Pejabat Fungsional Hakim

1) Hj. Zulaifah, SH

2) Drs. Noor Shofa, SH
3) Drs. Jumadi

4) Drs. H. Tashin

5) Shofwan, B.A

6) Drs. H. Muflikh Noor, SH, MH.

Panitera/ Sekretaris : Drs. H. Lukman Hakim
Wakil Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh
Wakil Sekretaris : Muh. Milkhan, SH
Panitera Muda Hukum : Moh. Rofi’, S.Ag

Panitera Muda Gugatan : Endang Nur Hidayati, SH
Panitera Muda Permohonan: Nanik Najemiah, SH
Panitera Pengganti

1) Drs. Akrom

2) Noor Edi Chambali, SH

3) Ira Setiyani, SH

® Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kudus kel@Tahun 2012
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4) Qurratul ‘'Aini  Wara Hastuti, S.

Ag.,M.Hum
Jurusita/ Jurisita Pengganti :
1) Kholig, SH
2) Sukeni
Kasubag Keuangan : Meuthiya Athifa Arifin, SE
Kasubag Umum : Wifkil Hana, SH

Kasubag Kepegawaian : Siti Saidah,’SH
4. Data Perkara Poligami yang Diputus PA Kudus tatati®

Perkara permohonan izin poligami yang di putus d¢téhKudus
selama tahun 2011 adalah sebanyak 17 perkara.llDgyerkara tersebut
13 perkara diputus dikabulkan oleh majelis hakinpetkara dicoret dari
register, 1 perkara digugurkan, 1 perkara dicalaut 8l perkara diputus
ditolak oleh majels hakim. Dari 17 perkara tersedtd 2 perkara yang
kasus posisinya sama yaitu Pemohon mengajukan peman poligami
dengan alasan bahwa isteri tidak dapat menjalaké&amjibannya sebagai
isteri dan karena calon isteri ke dua Pemohon tekhil terlebih dulu.
Namun putusan majelis hakim berbeda, dalam Peikard258/ Pdt. G/
2011/ PA. Kudus, permohonan Pemohon dikabulkan woiajelis hakim,
sedangkan dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/ 2011KBéus permohonan
Pemohon ditolak oleh majelis Hakim. Berikut datéigeoni yang diputus

oleh majelis Hakim pada tahun 2011.

" Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kudus kel@Tahun 2012
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No | No.Perkara Jenis Perkara Tanggal Putus Catatar
Akhir
Perkara

1. | 0895/pdt.G/2010/PA. | Izin Poligami| Senin, 03| Dikabulkan
Kds Januari 2011

2. | 0797/pdt.G/2010/PA | Izin Poligam | Selasa, O:| Dicoret dari
Kds Januari 2011 | Register

3. | 0859/pdt.G/2010/PA | Izin Poligam | Selasa, 1.| Dikabulkar
Kds Januari 2011

4. | 0926/pdt.G/2010/PA. | Izin Poligami| Kamis, 13| Dikabulkan
Kds Januari 2011

5. | 0013/pdt.G/2011/PA. | Izin Poligami| Kamis, 01| Dikabulkan
Kds Februari 2011

6. | 0818/pdt.G/2010/PA. | Izin Poligami| Kamis, 10| Digugurkan
Kds Februari 2011

7. | 0950/pdt.G/2010/PA. | Izin Poligami| Selasa, 22 Dikabulkan
Kds Februari 2011

8. | 0104/pdt.G/2011/PA | Izin Poligam | Selasa, 0i| Dikabulkar
Kds Maret 2011

9. | 0248/pdt.G/2011/PA | 1zin Poligam | Senin, 2%| Dikabulkar
Kds April 2011

10. | 0258/pdt.G/2011/PA | Izin Poligam | Rabu, 25 Me| Dikabulkar
Kds 2011
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11. | 0435/pdt.G/2011/PA. | Izin Poligami| Kamis, 16| Dikabulkan

Kds Juni 2011

12. | 0543/pdt.G/2011/PA. | Izin Poligami| Selasa, 02 Dikabulkan

Kds Agustus 2011
13. | 0524/pdt.G/2011/PA. | Izin Poligami| Rabu, 03| Dikabulkan
Kds Agustus 2011

14. | 0647/pdt.G/2011/PA | Izin Poligam | Kamis, 13| Dikabulkar

Kds Oktober 2011

15, | 0771/pdt.G/2011/PA | Izin Poligam | Kamis, 20| Dikabulkar

Kds Oktober 2011

16. | 0894/pdt.G/2011/PA | Izin Poligam | Senin, Ot| Dicabu

Kds Desember

17. | 0889/pdt.G/2011/PA. | Izin Poligami| Selasa, 27 Ditolak
Kds Desenber

2011

B. Kasus Posis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kudus dan No. 0889/
Pdt. G/2011/ PA. Kudus
1. Kasus Posisi Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kudu
Dalam perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kudastanglzn
Poligami ini diajukan oleh pemoho8P melawan termohon SL. Pemohon

mengajukan permohonan izin poligami tanggal 24 Ma&@ll, yang

° putusan Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahuh 201
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terdaftar dalam perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PAidus. Dalam
permohonan, pemohon mengemukakan bahwa pemohoriedanhon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan WA KKecamatan
Undaan Kabupaten Kudus pada tanggal 02 Oktober. B¥3édlah menikah
pemohon dan termohon tinggal di rumah Pemohon déaD#/ates
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus selama 16 tahouiah hingga
sekarang dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Jepirianto, Ike Andiyani
dan Triyono Adi Saputra.

Pemohon juga mengemukakan bahwa hendak menikah lagi
(poligami) dengan NL yang akan dicatatkan di KUAcKmatan Gebog,
dengan alasan bahwa isteri pemohon yaitu termohdak tdapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sebabri ist@eempunyai
penyakit jantung lemah dan lambung, selain itu gesnojuga telah
menjalin hubungan dengan NL sehingga NL hamil.

Pemohon mengemukakan bahwa ia mampu memenuhi keloutu
hidup isteri-isterinya beserta anak-anaknya dan puaperlaku adil karena
pemohon bekerja sebagai sopir dan mempunyai peifhagtiap bulan
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selain Termohon
menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemaohenikah lagi
dengan NL. Orang tua dan keluarga termohon damcakeri ke dua
pemohon juga rela dan tidak keberatan.

Selama pernikahan, pemohon dan termohon telah mpakaka

harta bersama berupa:
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a. Sebidang tanah yang diperoleh dari orang tua Pemesbtuas 10x10
M2;

b. Bangunan rumah yang didirikan oleh Pemohon dan dkeom seluas
6x7 M2 ;

c. 1 sepeda motor Yamaha mio Tahun 2010.

Calon isteri ke dua pemohon menyatakan bahwak takan
mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selai@alon isteri ke
dua pemohon juga tidak terdapat larangan perkaws®suai Syari'at
Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan permohonan pemohon tersebut, penméngajukan
petitum yang berupa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk ménikagi
(poligami) dengan calon istri kedua pemohon bernlin&INTI AM;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
a. Sebidang tanah yang diperoleh dari orang tua pemsélnas 10x10
M2 ;
b. Bangunan rumah yang didirikan oleh pemohon dandkom seluas
6Xx7 M2 ;
c. 1 sepeda motor Yamaha mio Tahun 2010;
Semua yang tetera di atas adalah harta bersamaperdan termohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

5. atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
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Atas dalil permohonan pemohon tersebut, termainemberikan
jawaban secara lisan, yaitu termohon membenarkanikpban antara
pemohon dan termohon dan telah dikaruniai 3 anakrm®dhon
membenarkan bahwa pemohon akan menikah lagi dédgarang telah
hamil karena hubungan dengan pemohon. Termohonmegabenarkan
bahwa mempunyai penyakit jantung lemah dan lambserta berobat
seminggu sekali, tetapi sejak 3 bulan yang lalutakusembuh dan tidak
berobat lagi. Termohon juga mengemukakan bahwags@ngnelayani
pemohon dan selama seminggu pemohon dan termohdmboegan
suami isteri sebanyak 2-3 kali kalau termohon dakamdisi sehat, dan
termohon pernah menolak diajak berhubungan suaeni.is

Selain itu, termohon mengemukakan bahwa padashhatu tanggal
31 April 2011 pemohon dan termohon masih hubungems isteri dan
mencapai klimaks karena kondisi badan termohontseha

Termohon mengemukakan bahwa kenal dengan NLn&grernah
diajak oleh pemohon kerumahnya kurang lebih 5 kddin termohon
memberikan izin dan siap dimadu oleh pemohon kaMnaelah hamil.
Selain itu, termohon juga tidak ada hubungan mahdangan NL. Dan
termohon membenarkan semua harta bersama yang diddamukakan
oleh Pemohon.

Dalam persidangan pemohon telah menghadirkam dateri ke
dua pemohon yaitu NL yang memberikan keteranganvbdadL adalah

janda cerai sudah dua tahun dan telah hamil dermanohon. la
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mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai isteri.ng¢hyatakan

siap menjadi isteri ke dua dan tidak akan menumhiatta bersama

pemohon dan termohon serta tidak akan menuntuahaberlebih pada
pemohon, NL juga menerangkan bahwa ayah kandundpgyaedia
menjadi wali nikah dan ia tidak ada hubungan mahatan sepersusuan
dengan pemohon atau termohon.

Untuk meneguhkan permohonan pemohon mengajuleitbukti
surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SP (Pemhdtamor :
3319042504700003 tanggal 17 Desember 2010 yandudikan oleh
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, setelah atikkan sesuai
dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya daanjsglya oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SL (TesmoNomor :
3319046811760001 tanggal 17 Desember 2010 yandudikan oleh
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, setelah adikkan sesuai
dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya daanjs@iya oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/14/X/19%dnggal 02
Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusaarAg Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus setelah dicocokkan sesumgadeaslinya,
telah bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketualdaliberi tanda

(P.3);
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. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NL (cath Kedua

Pemohon) Nomor : 3319084105770005 tanggal 27 Noperdb08

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Capilduk KalispaKudus,

setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telahdterai secukupnya
dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tandd)P.

. Foto copy Akta Cerai Nomor : 517/AC/2008/PA.Kdsnggal 20

Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pdélagadgama

Kudus, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinyah teermeterai
secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis dteeda (P.5) ;

. Surat Pernyataan Berlaku adil atas nama Pemohonté8Bnggal 24
Maret 2011, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibanda (P.6) ;

. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu rsdasa Termohon
(SL) tertanggal 24 Maret 2011, selanjutnya olehudeiajelis diberi

tanda (P.7) ;

. Surat Keterangan tidak ada halangan pernikahan Komo
400/170/111/2011 tertanggal 25 Maret 2011 yang tlikekan oleh

Kepala Desa Padurenan Kecamatan Gebog KabupatensKuidn

selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) ;

. Surat Keterangan penghasilan Pemohon Nomor : 48/29/2011

tertanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepfesa Wates
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dan selanjutisfa iketua

Majelis diberi tanda (P.9).
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Selain itu pemohon juga mengajukan saksi-saksisisging
pertama MJ, memberikan keterangan bahwa saksi kiemglan pemohon
dan termohon sebagai tetangga. la mengetahui baglemsohon dan
termohon adalah suami istri dan telah dikaruni@iigh) orang anak. Saksi
mengetahui bahwa pemohon mengajukan permohonapaligami untuk
menikahi NL karena pemohon dan NL memiliki hubungahingga NL
hamil. Saksi mengetahui antara pemohon, termohaon Nla tidak ada
hubungan mahram. Saksi juga mengetahui bahwa temotenyetujui
keinginan pemohon dengan ikhlas. Saksi mengetadkerman pemohon
adalah sopir dengan penghasilan yang cukup untuigigupi isteri-isteri
dan anak-anaknya serta mampu berlaku adil.

Saksi kedua adalah SN, memberikan keterangan yang dengan
saksi pertama (MJ), dengan tambahan keterangamntenpekerjaan
termohon sebagai buruh pabrik djarum.

Saksi ketiga adalah NU, memberikan keterangan bahksi kenal
dengan pemohon dan termohon sebagai suami istarisdksi adalah
tetangga calon istri kedua pemohon (NL). Saksi ratigii pemohon
mengajukan permohonan izin poligami dan pemohom akanikah lagi
dengan NL karena pemohon telah menghamili NL. Nhlau seorang
janda cerai yang bekerja sebagai pedagang. Saksgetahui bahwa
termohon menyetujui keinginan Pemohon dengan ikhieksi juga
mengetahui bahwa calon isteri pemohon dengan pemmiaoipun dengan

termohon tidak ada hubungan mahram atau hubungenssesuan.
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2. Kasus Posisi Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PAuKdd

Perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus tentizng Poligami
ini diajukan oleh NM sebagai Pemohon dan SW sebdgamohon.
Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 2&b&k2011,
dengan register Nomor: 0889/Pdt.G/2011/PA.Kddamapermohonan
Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon dengan Ternmoéoikah
pada tanggal 18 Desember 2003, yang dicatat olegfawRe Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, Kabupafewlus.
Mereka tinggal di rumah Pemohon di Desa Cendon@akatan Dawe,
Kabupaten Kudus selama 7 tahun 11 bulan. dan diker@ orang anak

yaitu Fajar Arifiyanto dan Nisaul Nur Safitri.

Pemohon mengemukakan bahwa hendak menikah laggdpd)
dengan SH karena Termohon tidak dapat menjalankamajlbannya
sebagai isteri sehingga Pemohon sangat khawatin akalakukan
perbuatan zina apabila tidak poligami. Pemohon mendiakan bahwa
mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri daakamnaknya, karena
bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilai2.R0.000,00 (dua

juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, serta sapdgriaku adil.

Pemohon juga mengemukakan bahwa Termohon relaidak t
keberatan apabila Pemohon berpoligami. Orang telakga Termohon
dan calon isteri kedua Pemohon juga menyatakardegldidak keberatan.

Selain itu antara Pemohon, Termohon dan caloni ikestua Pemohon

19 putusan Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahuh 201
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tidak ada larangan melakukan perkawinan. la jugage@ukakan bahwa
calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggatgiarta benda

Pemohon dengan Termohon.

Selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon mehkdapat

harta bersama:

a. Sebuah rumah di atas tanah 7x 12 M2 di Desa Cenduriaih
Kawahan Rt. 06 Rw. VIl Kecamatan Dawe Kabupatedugu
b. Sebuah sepeda motor Yupiter Nopol K 2280 BB.
Dalam petitum, Pemohon meminta kepada Ketua Pdagadi
Agama untuk menjatuhkan putusan berupa:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk maénilkagi
(polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bean@hh
3. Menetapkan harta berupa :
a. Sebuah rumah di atas tanah 7x 12 M2 di Desa Ceiduin
Kawahan Rt. 06 Rw. VIII Kecamatan Dawe Kabupatedugu
b. Sebuah sepeda motor Yupiter Nopol K 2280 BB.
Barang tersebut adalah harta bersama Pemohon déagaohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telafjamab
secara lisan yang pada pokoknya menyetujui pernah&@mohon untuk

poligami tetapi Termohon menyangkal dalil-dalil p@honan Pemohon
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dengan keterangan bahwa Termohon tetap bisa mekaksn

kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan igeou badan (seks),

akan tetapi Pemohon telah menghamili SH dan segeé@&htelah hamil 7

bulan dan Pemohon dituntut untuk bertanggung jawddngan

menikahinya secara poligami.
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kudus
dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus
1. Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kutlus
Dalam memutus perkara izin poligami No. 0258/Pd20&1/ PA.

Kudus, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal selbegkut:

a. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarai form

b. Bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator dan lsapakim tidak
berhasil.

c. Bahwa alasan permohonan Pemohon adalah isteri tidagat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena magg penyakit
jantung lemah dan lambung. (sesuai pasal 4 aydiuif a. Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentdPgkawinan).

d. Bahwa Termohon dalam jawabannya membantah alasamopenan
Pemohon dengan menyatakan sudah sembuh dan tid#lab&agi dan
masih sanggup melayani Pemohon dalam hubungan gsetepi

Termohon menyetujui permohonan Pemohon karena cateri

" putusan Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahuh 201
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Pemohon tersebut telah hamil sehingga harus menid@hgan
Pemohon.
. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubukghrarga serta
halangan pernikahan dengan Pemohon dan Termohon.
. Bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenreteintkan
pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahurd19entang
Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat memizari kepada
suami untuk beristri lebih dari seorang apabiladéndaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan”, dalam hal ini yaitu Peomotian Termohon.
. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang tidak @ibhaRemohon
serta dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa Termoheonapesakit tetapi
sudah sehat dan mampu menjalankan kewajibannygaiabgeri untuk
melayani Pemohon terutama dalam hubungan sekstebsmaksimal.
Tetapi Termohon menyatakan bersedia atau setujlk aitnadu karena
calon isteri kedua Pemohon telah hamil karena @amuPemohon.
Maka majelis berpendapat, permohonan Pemohon ujmuknenikah
lagi secara poligami, sesuai dengan ketentuan p&sayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang hema :
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawmki@ngan pria
yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pad# @y dapat

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelalsiraknya
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h. Bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi syaradi detantuan
pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun l1@&f#ang
Perkawinan, dengan adanya bukti surat pernyataan penghaddan
Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Wates KatzanmiJndaan
Kabupaten Kudus, kemudian dikuatkan dengan ketarapgra saksi di
muka persidangan bahwa Pemohon adalah dianggap umatap
Pemohon telah bersedia untuk berlaku adil terh&tegstri dan anak-
anaknya.
i. Bahwa kebolehan poligami disebutkan dalam Surdtiaa-ayat 3 yang
berbunyi:
Banl g8 ) Jaai W () i (b a9 M5 e el (e oST e | 5aSilS

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamensingi, dua, tiga
atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapatake
adil, maka kawinilah seorang saja”.

j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tdrsélatas, maka
permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

k. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenaokeh
Termohon mengenai harta bersama selama 16 tahula® frernikahan
antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Majelis Hak@netapkan
bahwa Bangunan rumah yang didirikan oleh PemohonTaéamohon
seluas 6x7 M2 dan satu buah sepeda motor Yamah& amon 2010

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
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Selain mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dadatosan,
berdasarkan hasil wawancara penulis, Drs. Jufhaebagai ketua majelis
menerangkan bahwa permohonan pemohon dikabulkasn&aterbukti
termohon pernah sakit meskipun sudah sembuh, akapi fa mengijinkan
perkawinan poligami tersebut dikarenakan calomiistedah hamil. Hal ini
merupakan penafsiran hukum secara luas terhadap4agat (2) UU No.
1 Tahun 1974 yang menyatakan: Isteri tidak dapatnjatenkan
kewajibannya sebagai isteri. Ketua majelis berppad@ahwa pemohon
melakukan hubungan dengan calon isterinya tersehikarenakan
termohon masih dalam keadaan sakit, meskipun merketerangan
termohon ia sudah sembuh.

Ketua majelis juga mempertimbangkan persetujuamadeon
terhadap permohonan pemohon tersebut dikarenakam isteri Pemohon
tersebut telah hamil karena perbuatan Pemohon, mra@urut hukum
yang hidup dalam masyarakat pemohon harus bertaggguvab untuk
menikahi wanita yang telah dihamilinya yang meninukum telah sesuai
dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Komphagum Islam
tentang kawin hami®

2. Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus

Dalam memutus perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PAdusy

majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagakberi

a. Bahwa permohonan Pemohon adalah kewenangan PA Kudus

12wawancara dengan Drs. H. Jumadi yang menjadi katjelis dalam perkara tersebut
pada tanggal 11 Maret 2013
Y 1bid
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b. Bahwa alasan Pemohon adalah sesuai dengan pagai @phuruf a.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentBadkawinan, yaitu “Isteri
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai’istegka yang harus
dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang digdi alasan
tersebut.

c. Bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon didaergan, maka
majelis hakim menyimpulkan fakta perkaranya sebbggekut:

1) Bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon uijituik
poligami.

2) Bahwa alasan permohonan Pemohon adalah calon istelia
Pemohon yang bernama SH telah hamil 7 bulan danoffam
dituntut bertanggung jawab dengan menikahinya agoaligami.

3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih melakuka
hubungan badan (seks) yang berarti Termohon tetapatd
menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

d. Bahwa persetujuan Termohon sebagaimana fakta aagiaersebut di
atas menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahad iéntang
Perkawinan, hanyalah merupakan syarat formil sehingga dapatkan
permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, sgkiam syarat
meteriil permohonan izin poligami ditentukan dalgasal 4 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentalRgkawinan yang
berbunyi: “Pengadilan Agama hanya memberikan ippdda seorang

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabil
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a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya seliat&i ;

b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yangk tidapat
disembuhkan ;

c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

e. Bahwa alasan permohonan Pemohon untuk ijin menlizghkarena
calon isteri Pemohon tersebut telah hamil, tidalapatd dibenarkan
berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukummisl&arena
ketentuan tersebut bukan merupakan sanksi hukuneminphan
apalagi bagi seorang laki-laki yang telah beristeri

f. Bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3 tersebutiadi #ajelis
menyimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon gesssli4 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perieawtersebut
tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon dikgatatidak
beralasan dan karenanya harus ditolak.

Selain pertimbangan di atas, berdasarkan hasil neava penulis,

Drs. Noor Shofa, SH? sebagai Hakim ketua majelis yang memutus

perkara ini menerangkan bahwa permohonan pemohotaldikarena

alasan permohonan tidak terbukti. la menyatakarwhaAmar putusan

Pengadilan itu ada 2 macam yaitu amar putusan inggaig terdiri dari

amar Pengadilan Agama tidak berwenang dan amaropeman tidak

dapat diterima. Yang kedua amar putusan positigy@ndiri dari amar

yang mengabulkan permohonan dan amar yang men@akopanan.

4 Wawancara dengan Drs. Noor Shofa, SH. yang mekgida majelis dalam memutus
perkara tersebut pada tanggal 11 maret 2013.
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Perbedaan amar putusan negatif dengan amar pubosér adalah jika
amar negatif dijatuhkan karena gugatan atau permashtdak memenuhi
syarat formil sehingga materi pokok perkara beluperiksa. Sedangkan
amar putusan positif dijatuhkan setelah permohomeamenuhi syarat
formiil kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaanarmgbokok perkara,
jika terbukti permohonan beralasan maka dikabulkdam jika tidak
terbukti maka ditolak.

Menurut ketua majelis tersebut, persetujuan istegnampuan
suami untuk mencukupi nafkah dua orang isteri damaku adil adalah
termasuk syarat formiil mengajukan poligami ke Relign Agama
sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-undRengawinan. Sehingga
jilka permohonan telah dilampiri dengan tiga syaratsebut, maka
persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadaferi pokok
perkara sebagaimana permohonan No. 0889/ Pdt. G/Z@A. Kudus
tersebut di atas. Dalam pemeriksaan materi pokekkgpa yaitu
permohonan pemohon berdasarkan alasan pasal 4(3y&atU No. 1
Tahun 1974 yang menyatakan: Isteri tidak dapat afemkan
kewajibannya sebagai isteri, ternyata tidak terbukiaka permohonan
pemohon harus ditolaR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penaisaksud

menganilisis persamaan dan pebedaan Putusan N8/ Pa% G/ 2011/

% 1bid
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PA. Kds. dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds. manhitmukum formil

dan hukum materiil.



